SALINAN |

BUPATI KARANGANYAR
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR

NOMOR 15 TAHUN 2019
| TENTANG |

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR
~ NOMOR 8 TAHUN 2014 TENTANG PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA |

: PERSEROAN TERBATAS BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA T ENGAH‘ .

o ;";;_"D,ENAGANV RAHMAT TU,I-IAN YANG MAHA EsA’ B
~ BUPATI KARANGANYAR,

a. bahwa dalam rangka mengembangkan keglatan.‘
" usaha, memperkuat struktur_ : permodalan,

rrien:ingkatkan‘ - pendapatah : a'sli_f v‘daef:af‘l,”
"'meningkatkari'.pertunibuhan dan’ pe’rke‘mbanganv |
,_perekonomlan daerah, serta peiayanan masyarakatfv. N

. dalam bldang perbankan Pernerlntah Kabupaten

Karanganyar bermaksud untuk menambah

’-penyertaan modal pada Perseroan ’I‘erbatas Bank :

Pembangunan Daerah Jawa Tengah

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 304
o vdan Pasal 333 ayat (1) Undang Undang Nomor 23
" Tahun 2014 tentang Pemermtahan Daerah, |
- ,sebagalmana telah diubah beberapa kali- terakh1r
"‘dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 o
: tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang' B .
o Nomor 23 Tahun 2014 tentang ‘Pemerintahan
" ,Daerah Pernermtah Daerah ~ dapat melakukan -
- penyertaan modal pada suatu Badan Usaha Mlhk:v. o |
| "Negara dan/ atau Badan Usaha M111k Daerah yang -

: dltetapkan dengan Peraturan Daerah
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"b.vl[vbahwa dalam rangka penambahan penyertdan‘»-:f,:;'3‘:7? 
':f_f‘?»»‘;vmodal daerah pada Perseroan Terbata% Bankfi[ o
- Pembangunan ‘_ Daerah Jawa Tengah makaiﬂl o
""";";Y:'Peraturan : Daerah Kabupaten : Karanganyarf o
~ Nomor 8 Tahun 2014 tentang Penyertaan Modall;:f
"':”'bDaerah pada Perseroan Terbatas | Bank
. Pembangunan Daerah Jawa Tengah perlu dlubah |
‘ ». ,‘ ‘bahwa berdasarkan pertlmbangan Sebagmmdna '-1 i
‘dlmaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c,
| perlu menetapkan Pcraturan Daerah tentang
,'Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupatenf:“}f“
A Karanganyar Nomor 8 Tahun 2014 tentang'ﬁ-{
o Penyertaan Modal Daerah Pada Perseroan Tcrbatas

) '-.Bank Pembangunan Daerah J awa Tengah

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara- ‘f.v: S
Repubhk Indonesm Tahun 1945 - B
.‘vUndang Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang: .
| Pembentukan Dacrah Daerah Kabupaten dalam“
o 'V,vt'ngkungan Provmsn Jawa Tengah R '} L
. Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang:_ L
-:Vv~Keuangan Negara (Lembaran Negara Repubhk,
_,.:}:v:,,,-}Indonesm Tahun 2003 Nomor 47, lambahan
| Lembaran Negara Repubhk Indone31a ’I‘ahun 2003 . E
- Nomor 4286); T nE
‘.’."Undang Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentangif'f:" ,_
:'-Perbendaharaan ' Negara (Lembaran Negarai
"}'Repubhk Indonesua F ahun 2004 N()mor ’5,’ | |
Tarnbahan Lembaran Negara Repubhk Indone31a[-"__: o
f}‘Nomor4355), T |
.,Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang:vv‘;' i
"""Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Repubhk:vﬁb,‘* |
Indonesxa Tahun 2007 Nomor 106 ldmbahan”’_ﬁ_z »'
'12:' Lembaran , Negara - Rep}lbhk Indonesna
.f.‘,Nomor 3842) : R o
‘.b:‘Undang Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang:._’ o
. v:;..;»A‘:Otontas Jasa Keuangan (Lembaran Negara» o
Republlk Indonesxa ’I‘ahun 2011 Nomor 111, |
- b';,’I‘ambahan Lembaran Negara Repubhk Indonema:' -
o Nomor 5253) ‘ o
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Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang -

vv Pemerintahan Daerah " (Lembaran - Negara

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,

_ Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

~Nomor 5587] sebagalmana telah diubah- beberapa ,

- Kkali terakhir ‘dengan Undang Undang Nomor 9

Tahun 2015 tentang Perubahan - Kedua atas

Undang-Uhdang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

- Pemerintahan  Daerah . (Lembaran " Negara

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
Tambahan Lernbaran Negara Repubhk Indones1a
Nomor 5679),

Peraturan Pemerintah Nomor 1 ’I‘ahun 2008

| te;ntang Investasi. Pcmerintah (Lémba‘rah'Negara

Republlk ‘Indonesia ’l‘ahun 2008 Nomor 14,

Tambahan Lembaran Negara Repubhk Indonesia

vNornor 4812), sebagaxmana telah diubah dengan

Peraturan Pemermtah Nomor 49 Tahun 2011
tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah
Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011

| Nomor 124, 'l‘ambahan Lernbaran Negara Repubhk |

. }Indonesxa Nomor 5261)

.'Peraturan Pemermtah Nomor 12 ’I‘ahun 2019

tentang Pengelolaan Kcuangan Daerah (Lcmbaran'

Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42,

" Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

- 10.

Nomor 6322), o

Peraturan Daerah Prov1n31 Daerah ’l‘mgkat [ Jawa
’I‘engah Nomor 6 Tahun 1999 tentang Perubahan
Bentuk Badan Hukum Bank Pembangunqn Daerah‘
Jawa Tengah dari Perusahaan Daerah (PD) menjadx
Perseroan Terbatas (PT) Bank Pembang,unan

Daerah Jawa Tengah (Lembaran Daerah Propinsi

Daerah Tihgkat- 1 J_eiwa Tengah ‘Tahun1999

Nomor 17 Serie D);
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11 Peraturan Dae'rafh Kabupaten Karanganyarﬁ |

" Nomor 8 Tahun 2014 tentang Penyertaan Modal :

” v"'”-vDaerah ‘ pada ” Pcrseroan Terbatas Bankvf .‘

& L Pembangunan Daerah Jawa Tengah (Lcmbaran L vv
:,::vaaerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2014:‘3 -

) _'_'Nomor 8, T ambahan Lembaran Daerah Kabupatenvf»f‘:. |

A";Karanganyar Nomor 24) S

SERTREA, Dengan PersetUJuan Bersama ‘ L L
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR

MEMUTUSKAN

:"‘;-YPERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS,Q'.A S
:‘.‘.‘v‘PERA'I‘URAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR
- NOMOR & TAHUN 2014 TENTANG PENYERTAAN'_'? e
~ MODAL DAERAH 'PADA PERSEROAN FERBATASQJ St
BANK PEMBANGUNAN DA[‘RAH JAWA TE NGAII .

Pasal 1

o Beberapa ketentuan dalam | Peraturan Daerah; o
. -:'Kabupaten Karanganyar Nomor 8 Tahun 2014 tentang”t'{ =
Penyertaan Modal Daerah pada Perseroan '1erbatas;‘-bj”__a.i',;f"' ’
’vBank Pembangunan Daerah Jawa Tengah (L. embaranﬂ_”
Daerah Kabupaten , Kaxanganyar ’ Tahun 2014:_'; ; et

‘Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten‘f*':fi'

Karanganyar Nomor 24] dlubah sebagal berﬂmt

- 1. Di antara angka 3 dan angka 4 dan angka 5 dan‘:',vg‘:;'-. '
'.'angka 6 Pasal 1 dlsmpkan 3 (tlga) ang,ka ')’aknl'_:i‘;i‘
angka 3a, angka 5a,- dan angka Sb seh1ngga;:' e

berbuny1 sebagal berlkut

Pasall L

- "'{Dalam Peraturan Daerah yang dlmaksud‘f’:
o 1 Daerah adalah Kabupaten Karanganyar 5
A 2' Pemermtah Daerah adalah Bupau clanw'

Perangkat Daerah ,  sebaga1 ]@ unsur S

penyelenggaraan pemermtah Daerah



o barang daerah ba1k yang d1m111k1 atau ”

. dlkuaseu : oleh pCmeI’mtah DdCldh yang;{’» o
beI'WUJLId maupun yang tldak berwuyud yang '
 bergerak maupun tldak bergerak beserta
:,:f,r'v-?:baglan-baglannya ataupun yang merupakdn

,jsatuan tertentu yang dapat d1n11a1 dlhitung,‘.:' :

- Perseroan , Terbatas Bank Pembangunan;‘

o , Wewenang Yang tldak d1ber1kan kepada dlrekSIV R
_maupun dewan kOl’HlSB.I'IS dalam batas yang .

" j,_'_dltentnk_an sesual dengan ketentuan .

5

. .‘:»_vBupatl adalah Bupatl Karanganyar SRR
.'u.v'Dewan Perwakllan Rakyat Daerah yang»‘}“'"
~ selanjutnya: dlsmgkat DPRD adalah’ ‘Dewan
) Perwakllan Rakyat Daerah Kabupaten’ff -
| Keranganyar.
o Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah: " ._”f_:'i'
L yang selanjutnya dlsmgkat APBD adalahv";_f"f
Anggaran Pendapatan dan Belan_]a Daerah;-" o
Z‘_..Kabupaten Karanganyar : '

.-v"Modal Daerah adalah ‘semua kekayaan atauv"';

. d1ukur atau dltlmbang
. selanjutnya d1smgkat RUPS adalah organ Dol

Rapat ~Umum Pemegang Saham : yang‘ s

: -“":‘.:.»"}Daerah Jawa Tengah yang mempunyaxf'

'peratuzran pemndang—undangan dan / atau

"anggaran dasar perseroan

5.1

‘ saham perseroan \ang dltetapkan dalam RUPS

Modal Dasar adalah Jumlah seluruh nornmaljvf‘f S

,_»*.vvndan dxkukuhkan dalam : anggaran dasar
perseroan T

."fv,-'Penyertaan Modal Daerah adalah pcngahhan‘ -

: 'f[}'_}v;-kepemlhkan barang "milik Daerah dan/ataug_‘

uf::‘uang yang semula merupakan kekay aan yang

tldak dlplsahkan menjadl kekayaan yang”:} L

::Negara badan usaha mzhk Daerah atau‘;;vf»a:

i j,-iv‘;'dlplsahkan untuk dlperhltungkan ' sebagal‘ PR

E 'f’modal /saham Daerah pada badan usaha m1l1kf’v'v_” ”

o ’ badan hukum 1amnya vang d1m111k1 Negara
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7. }P}esero‘ah Terbatas Bank Perﬁbangunan Daerah

‘Jawa Tengah 'yang selanjutnya disebut Bank |
Jatehg “adalah  perseroan terbatas yang
didirikan  berdasarkan Peraturan Daerah
Provinsi Daerah  Tingkat I Jawa Tengah
Nomor 6 Tahun 1999 }tentang Perubahan
Bentuk Badan Hukum Bank Pembangunan
Daerah Jawa Tengah dari Perusahaan. Daerah
(PD) menjadi Perscroan -’I‘erbatas (PT) Bank
' Pembangunan Daerah}Jawa Tengah. |
8. Saham adalah bukti penyertaan  atau
kepemilikan modal pada Bank Jateng yang
memberi hak atas deviden kepada pemiliknya
sesuai dengan _ketentuan .,‘pcraturzin' '
pemndang—undangan daﬁ/atau anggaran

dasar perseroan.

9, Deviden adalah pcmbagxan laba bexsxh atas

‘hasil usaha Perseroan pada tahun buku yang
telah dilalui kepada pemegang saham yang
‘besarnya ditetapkan dalam RUPS.

2. Ketentuan Pasal 4 d:ubah séhingga" berbunyi
o sebaga1 berlkut

Pasal 4

(1) Penyertaan Modal Daerah pada Bank Jateng

sebagal ‘Modal  Disetor dxtctapkan sebesar
Rp46. 013 000. 000 00 (empat puluh enam rmllar
" tiga belas juta rupiah).

_ (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai perubahan :

'Penyertaan Modal ~ Daerah  sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) diatur scsuai dengan

- ketentuan- peraturan perundang unddngan
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3 Ketentuan Pasal 5 dlubah séh:ing‘ga berbuny1

sebagm berlkut

Pasal 5

delapan ratus Juta ruplah)

ff,.;"(l) Modal dlsetor Pemermtah Daerah pada Bank ‘4 :
| Jateng sampa1 dengan 1 Apl‘ll 2019 sebesarf o )
Rp31 800 000.000 oo (nga puluh satu mlhar

:f;v (2) Penambahan Modal dzsetor Pemerlntah Daerah' RS

dlanggarkan dalam APBD :

i »f:’berlkut A
_ BAB IIIA
HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 6A DR

undangan

kernampuan keuangan Daerah

o R Pasal6B
- (1) Bank Jateng berhak untuk

Pemerlntah Daerah clan

b rnengelola Modal Yang dxterlma' séqtiai’ S

o undangan

terhltung setelah RUPS dllaksanakan

hlngga terpenuhlny a Penyertaan ModaI Dacrah:— s

qebagalmana d1maksud dalam Pasal 4 Ayat (1]},_ PR

4 D1 antara BAB III dan BAB IV dlsxslpkan 1 (satu) SR
'}bab yaknl BAB IIIA sehmgga berbunyl sebflgax o

o :':(1) Pemermtah Daerah berhak atas Dev1den sesua1 -
dengan besar l’enyertaan Modal Daerah

berdasarkan ketentuan peraturan perundang— o

. | (2) Pemerlntah Daerah berkewa_]lban mclakukan.: S

pemenuhan Modal Dasar Bank Jateng sesualf‘fi,:i

a menerlma pemenuhan Modal Dasar dalam .
bentuk tambahdn Penyertaan Modal dan .
dengan ketentuan peraturan pcmndang- . 3

(2) Bank Jateng wajib menyetorkan Dev1den baglaxi LU

Pemermtah Daerah palmg lambat 1 (satu) bulan_"v'v’f -



e

e il SETDAK
e

S PasaIII e Co
L -:'f'j“.'f:Peraturan Daerah 1n1 mulau berlaku pada tanggal.»
"_,Adlundangkan . S

""*.,,Agar setlap orang mengetahumya memermtahkan o

;pengundangan a Peraturan Daerah ini dengani SR T

:: penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten‘
L Karanganyar ' ' ' '

Dxtetapkan di Karanganyar
L V}.pada tanggal 23 Me1 20 19 |
~ JULIYATMONO

b j“:Di'lihdangkan di 'Ka'réngahyér' R
— pada tanggal 19 Jum 2019 .

- 'f:f.:'--PJ SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR

L td.
| SUTARNO

R ‘LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2019 NOMOR 15 S

£ »NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR
. :‘.:jt_fv»PROVINSI JAWA TENGAH (15 140/2019)

o V- Sahnan sesuai dengan aslmya
8 DAERAH

i NGANYAR‘-“ .

ala Bagi kum,

it D‘IDI-i‘ TR

- Ne SEREPToo0s 1000




9

| PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR
NOMORISTAHUNQOH)

o S TENTANG | -
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR
NOMOR 8 TAHUN 2014 TEN TANG PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA

PERSEROAN TERBATAS BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TENGAH

. - UMUM o | |
| Berdasarkan Undang -Undang Nomor 23 ’I‘ahun 2014
tentang Pemerlntahan Daerah, sebagalmana tclah dlubah bcberapa
o kah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang |
e I}erubahan, Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
f?ntang _Pefnerintahan Daerah; menjelaAskan bahwa Pezfnérin_i:ah
Daerah dapat melakukan Penyertaan Modal kepada Badan Usaha
Milik Negara dan/atau Badan‘Usahd Miiik ‘Daerah, serta Peraturan
Pemermtah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan keuangan
Daerah menegaskan ‘bahwa Penyertaan Modal Pemerintah Daerah
'dapat dxanggarkan apablla Jumlah yang akan dlsertakan dalam
tahunvanggaran yang berkenaan telah dltetapkan dalam Peraturan ‘_ '
‘[;)aerah tentang Penyertaan Modal dcngan berpedoman pada
ketentuan peraturan perundang undangan : |
‘Penambahan Penyertaan Modal Pemermtah Daerah kepada -
Bank Jateng rnerupakan bagxan dari strateg1 pengembangan investasi
| Ppmermtah Daerah dalam rangka vpemngkatan pelayanan kepada}
rflasyafakat" dalam bidan'g' jasa perbaﬁkan _khususnya dan jaisa
Keuangan pada umumnya. Penambahan Penyertaan Modal juga
untuk meningkatkan pendapatan asli daerah dan mengembangkan
kegxatan perekonomlan masyarakat dalam rangkq peningkatan
‘kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat di daerah. Berdasarkan |
RUPS Bank Jateng, disepakati sampm tahun 2020 kewajiban
Pemermtah Kabupaten Karanganyar sebe%ar Rp46 013 000.000,00
(empat puluh enam miliar tiga belas Juta rup1ah) '
Sehubungan dengan pertlmbangan tersebut diatas, maka :
Peraturan Daerah Kabupaten - Karanganyar Nomor 8 Tahun 2014
' tentang Penyertaan Modal Daerah pada Perscroan Terbata% Bank

Pembangunan Daerah Jawa Tengah perlu dlubah



T j ,_H.' PASAL DEMI PASAL

Pasa}I
Angkal o
Cukup jelas E
AngkaQ | -
| Cukup jelas
AngkaS ‘
PasalS 4
Ayat{l) _ ST TR
o ’Yang dlmaksud dengan “Modal diéét‘o}i_
| ":-""’:’:';’Pemerlntah Daerah - hada Bank Jateng” ,
i merupakan Modal dlSCtOI‘ Pemermtah Daerahf: |
H -,:;'.}vberdasarkan RUP% ‘ tahunan Bank Jateng*: o
| "”.,'tanggal lAprll 2019 R o
Ayat (2) |
o Cukup jelas,
Angka4 :
' Cukup Jelas
Pasal II _
Cukup Jelas

TAMBAHAi\ITLEMéAiéANbAERAH KABUPATEN KARANGANYAR NOMOR 109



